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5 ;)I:::lt)lx:xl:n l;l(;'gara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 494 1 )],’

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelo aan
'dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran N.eg_v‘,:lra
Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 S7);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007

Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah,
dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang  Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten /Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidi
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan di Kabupaten/Kota;
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Memberikan izin operasional pendirian  madrasap, Kepad
madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yana
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ni. s
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‘ dimaksud
Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dl

: i standar
dalam Diktum Kedua huruf a dinilai m"j?;xhlcia:t);umu
pelayanan minimal penyelenggaraar p?ndl lKedua huruf b
hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Dikturm operasional
mendapat peringkat minimal C, W gérlaku.
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap

Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana Fhmak:ul
dalam Diktum Kedua huruf a dinilai mem;nuhx staxl'lt’al
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan da5; 8 ?;)
hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua hu ?‘u
tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 26 Oktober 2015
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